
 

 

 

Minutes of Meeting 

Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group (MSG) 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Mei 2022 

Waktu : 09.00 s.d. 15.00 WIB 

Agenda : Perkembangan Implementasi Peta Jalan Pengarusutamaan  

  Transparansi Industri Ekstraktif 

 Tempat : Artotel Suites Bianti Yogyakarta (Offline) 

  Zoom Meeting (Online) Meeting ID 929 0408 7815 

Pimpinan Rapat  :  Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

 

1. Rapat konsultasi MSG dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretaris Jenderal 

KESDM, Nomor: 115.Und/DI.02/SJN.D/2022 pada tanggal 10 Mei 2022. Rapat 

dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari: 

a. Pemerintah Pusat:  

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu perwakilan dari 

Inspektorat Jenderal; SKK Migas; dan Pusdatin. 

• Kementerian Keuangan, yaitu perwakilan dari Ditjen Anggaran dan Biro 

Komunikasi, Layanan Informasi Publik; Ditjen Bea dan Cukai; Badan 

Kebijakan Fiskal; Ditjen Perimbangan Keuangan dan Pusat Informasi dan 

Teknologi 

• Badan Pemeriksa Keuangan 

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu perwakilan dari Ditjen 

Administrasi Hukum Umum. 

• Kementerian BUMN 

• Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi 

b. Pemerintah Daerah: Badan Pengelola Migas Aceh, Dinas ESDM Aceh, Dinas 

ESDM Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas ESDM 



 

Kalimantan Timur dan perwakilan dari Sekretaris Daerah Kalimantan Timur 

c. Asosiasi Industri: Indonesia Petroleum Association (IPA), Asosiasi 

Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesian Mining Association 

(IMA), Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADP-MET). 

d. Organisasi Masyarakat Sipil: PWYP Indonesia, Pattiro, FITRA dan IDEA  

e. World Bank 

f. Sekretariat EITI International 

2. Tujuan rapat adalah: 

a. Penyampaian perkembangan proses pengarusutamaan transparansi data 

industri ekstraktif. 

b. Wadah komunikasi untuk membahas beberapa rencana program Sekretariat 

EITI pada tahun 2022. 

3. Forum MSG dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

KESDM, selaku Ketua Pelaksana Harian EITI Indonesia, selanjutnya rapat dipimpin 

oleh Kepala Pusat Data dan Informasi ESDM. Pembahasan dalam rapat meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

a. perkembangan implementasi peta jalan pengarusutamaan transparansi 

industri ekstraktif yang sudah dilakukan. 

b. status integrasi data dari masing-masing Requirement Standar EITI, kendala 

yang dihadapi, dan beberapa tindak lanjut yang diperlukan. 

c. Penyampaian permohonan kepada Dewan EITI Internasional untuk 

menerapkan partial data mainstreaming dalam penyampaian laporan EITI 

berikutnya. 

d. perkembangan pelaksanaan dan rencana kegiatan EITI Indonesia yang akan 

dilakukan dalam enam bulan ke depan  

e. perkembangan penetapan wakil daerah penghasil migas dan minerba dalam 

Forum MSG, dan rencan bantuan teknis dari EITI Internasional. 

 

4. Keputusan Tindak Lanjut Forum MSG: 

• Forum MSG bersepakat untuk mendukung proses transparansi dan integrasi 

data industri ekstraktif yang akan dilakukan oleh Sekretariat EITI dengan 

penekanan pada sinkronisasi platform system informasi data antar wali data, 

serta perlu juga diperlukan aksesibilitas terhadap pemerintah dan masyarakat 



 

daerah yang belum melek teknologi 

• Forum MSG bersepakat untuk memakai lembar otorisasi data pajak dengan 

format blanket selama kurun waktu 3 tahun 

• Untuk penetapan perwakilan daerah, Sekretariat EITI akan mengirim surat 

permohonan kepada perwakilan daerah penghasil dan asosiasi daerah 

penghasil.  

• Forum MSG juga telah memberikan masukan terkait isu dan tema untuk 

dialog kebijakan tematik berikutnya yaitu terkait pengelolaan keuangan pusat 

dan daerah serta rencana pemanfaatan dana abadi untuk pembangunan 

ekonomi berkelanjutan pada daerah 

 

Diskusi dan Tanya Jawab 

PWYP:  

- Bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses portal data tersebut 

- Bagaimana publik dapat mengakses portal data tersebut, terutama masyarakat remote 

area (misal, Konawe Utara) 

- Adanya kegiatan untuk memahami/intepretasi data yang ditampilkan pada portal, tidak 

hanya angka saja 

- Bagaimana hubungan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat? 

IMA: 

- Jika seluruh data-data dilakukan secara mandatory, maka perlu adanya verifikasi dan 

rekonsiliasi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan EITI lebih besar. 

- Dengan demikian, terdapat 2 jenis data: mandatory dan voluntary. 

- Dari perwakilan perusahaan, tidak ada masalah terkait data mana saja yang mandatory 

maupun voluntary, hanya terkait concern waktu saja 

- Perlu adanya pembahasan pihak yang menggunakan dat-data transparansi, masyarakat 

atau pemerintah daerah. 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham : 

- Per Mei 2022, terdapat 1,6 juta PT tapi yang mengisi BO baru 300. Sehingga saat minim 

pengisian BO. Kemenkumham sedang melakukan koordinasi dengan KL lain untuk 

perizinan, harus mengisi BO. 



 

Stranas PK 

- Apresiasi keterbukaan data BO di KESDM sudah maju. Oleh karena itu diharapkan 

transparansi data BO sudah dilakukan secara siste bukan lagi secara manual. Oleh karena 

itu AHU juga didorong untuk dapat meningkatkan keterbukaan data BO 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh 

Poin 6.4. Environmental Impact → perlu adanya persyaratan AMDAL sebelum pemberian 

izin 

PNBP → Ketika pembayaran royalti dan rekonsiliasi dilakukan triwulan, terdapat kendala 

yaitu aplikasi e-pnbp setiap tahun diblokir, sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan 

pembayaran 

MODI → Aplikasi sudah terintegrasi akan tetapi beberapa perusahaan belum diapprove 

oleh KESDM 

Dana Bagi Hasil → Terdapat dana perimbangan yang merupakan realisasi tahun 

sebelumnya. Masyarakat dan LSM menanyakan perhitungan transparansi atas DBH dan 

dana perimbangan tersebut. Dinas ESDM memiliki perhitungan atas DBH akan tetapi 

belum berani mempublish. Belum ada data perhitungan dari pusat yang dapat 

dipublikasikan kepada masyarakat. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

- DJPK Sedang menyusun PP tentang Dana Abadi di Daerah 

- Perencanaan dan pengalokasi DBH tidak berdasarkan asumsi/proyeksi rencana, karena 

sering meleset, kurang bayar dan lebih bayar DBH. Sehingga, berdasarkan t-1 realisasi 

tahun sebelumnya. DBH tidak hanya dialokasikan untuk daerah penghasil, tetapi juga 

daerah disekitarnya 

- Pola pengalokasian sedang dirumuskan dalam UU HKBD dengan mempertimbangkan 

keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan 

- Ketua Umum ADPMET setidaknya masuk dalam Forum MSG 

- Sekretariat EITI akan memberikan surat kepada Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil 

dan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk tindak lanjut perwakilan daerah dalam Forum MSG 



 

Dinas ESDM Provinsi Riau 

- Satu-satunya sumber informasi resmi daerah saat ini terkait data lifting adalah data yang 

disampaikan Ditjen Migas pada saat rekonsiliasi perhitungan realisasi lifting Migas, 

diperlukan elaborasi lebih lanjut dan proses check & balance terhadap kredibilitas data 

tersebut. 

- Data lifting akan dijadikan dasar perhitungan Dana Bagi Hasil oleh Kementerian Keuangan 

(DJPK), sehingga data sharing perhitungan DBH yang akan ditransfer ke daerah perlu 

disampaikan secara terbuka dan jelas. 

- Aplikasi yang ada saat ini terkait Lifting dan DBH kurang informatif, perlu di elaborasi faktor-

faktor pengurang penerimaan daerah sesuai UU HKPD No 1/2022, aplikasi yang ada saat 

ini seperti SOT SKK Migas yang tdk bisa diakses, aplikasi lifting Ditjen Migas yang sudah 

non aktif serta aplikasi perimbangan keuangan yang hanya memberikan informasi dana 

transfer secara kumulatif tidak terinci. Perlu aplikasi yang memberikan informasi yang 

update secara rutin berkala, rinci, serta user friendly. 

-  

 

(Dokumen sebagai lampiran pada MoM ini terdiri dari: Foto kegiatan, Hasil Diskusi, 

Daftar Hadir, dan Tindak Lanjut Rapat Forum MSG (tersedia pada 

https://bit.ly/3sLjRqO)  

 

https://bit.ly/3sLjRqO


 

Dokumentasi Kegiatan 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

Daftar Hadir Offline 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Daftar Hadir Online 

 


